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Peran Strategis Media Saat Pandemi

WAPRES Mairuf Amin menya-
yangkan masih ada media dan jur-
nalis yang mengabaikan kode etik ju-
rnalistik dalam menampilkan berita
demi meraih umpan klik atau click
bait. Berita tersebut hanya bertujuan
untuk mendapatkan perhatian publik,
namun isi beritanya tanpa didukung
verifikasi dan fakta. Pernyataan ini di-
sampaikan Wapres dalam acara
yang digelar PWI secara virtual Sabtu
(24/7) bertajuk éPWI Bermunajat
Mengetuk Pintu Langiti (KR 25/7).

Kita tak menampik pernyataan
Wapres, karena dalam kenyataannya
memang ada media yang demikian.
Namun, tidak semua media, apalagi
media mainstream, berperilaku se-
perti digambarkan Wapres yang ha-
nya mengejar klik dan mengabaikan
verifikasi. Padahal, kita tahu, elemen
penting dalam jurnalisme adalah disi-
plin melakukan verifikasi, seba-
gaimana ditulis Bill Kovach dan Tom
Rosenstial dalam bukunya Sembilan
Elemen Jurnalisme.

Paling tidak, sinyalemen Wapres
bisa menjadi masukan bagi kalangan
pers untuk lebih berhati-hati dalam
memuat berita, apalagi pada masa
pandemi Covid-19. Justru pada saat
seperti inilah pers lebih memainkan
peran strategis untuk memberi infor-
masi yang benar, akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam hal
ini, pers bukan hanya bertanggung
jawab kepada dirinya sendiri, melain-
kan juga kepada publik. Sebab, pers
bekerja bukan untuk kepentingan
dirinya sendiri, tapi untuk kepenting-
an publik.

Berkaitan peran itu, pers wajib
mengawal kebijakan pemerintah ter-
kait penanganan Covid-19. Sebagai
pilar keempat demokrasi, pers juga
perlu menyampaikan kritik yang kon-
struktif kepada pemerintah terkait ke-
bijakan apapun, termasuk dalam pe-
nanganan pandemi Covid-19. Bah-

kan, Wapres mengakui pada masa
pandemi ini wartawan menjadi ujung
tombak dalam menyampaikan infor-
masi penting kepada masyarakat
tentang penanganan Covid-19, mulai
dari edukasi mengenai pentingnya
disiplin penerapan prokes, pelaksa-
naan PPKM, vaksinasi hingga pela-
yanan kesehatan.

Dalam konteks tersebut kita perlu
mengingatkan pentingnya literasi me-
dia kepada masyarakat. Ini berkaitan
dengan ajakan sejumlah pihak untuk
tidak membaca berita Covid-19 yang
kemudian ramai di media sosial.
Kampanye ajakan tidak membaca
berita Covid-19 sungguh sangat ab-
surd dan justru mengingkari fitrah
manusia yang merupakan hak yang
sangat mendasar, yakni hak untuk
mengetahui (right to know). Justru
dengan membaca itulah masyarakat
akan tahu apa yang ada di sekitar
dirinya, termasuk seputar Covid-19,
bagaimana penanganannya, bagai-
mana cara menghindari dan men-
gatasinya dan sebagainya. Semua
pengetahuan itu diperolah dengan
membaca berita.

Masyarakat kita juga sangat cer-
das untuk memilih berita, mana yang
hoaks dan bukan. Mereka tidak akan
menelan mentah-mentah informasi
yang berseliweran di media sosial
(medsos) yang belum dijamin kebe-
narannya. Karena itu, kehadiran me-
dia mainstream seperti SKH Kedau-
latan Rakyat tentu sangat penting
menjadi rujukan bagi masyarakat
dalam menemukan kebenaran. Atau
bisa diibaratkan media mainstream
menjadi rumah penjernih (clearing
house) dari beragam informasi yang
beredar di masyarakat. Dalam hal ini
kita tentu sepakat dengan Wapres
bahwa wartawan harus menaati kode
etik jurnalistik sehingga berita yang
dihasilkan akurat, objektif dan dapat
dipertanggungjawabkan. 0
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Memelihara Kesehatan Mental

KASUS positif Covid-19 di 33 Provinsi
pada 16 Juli 2021 telah mencapai pe-
nambahan kasus sebesar 54.000 orang.
Total jumlah pasien positif sebesar
2.780.803 orang, dan telah mengalami
kesembuhan sebesar 2.204.491 orang
dan yang telah meninggal dunia 71.397
orang. Hal ini tentu menjadi keprihatinan
nasional atas semakin meningkatnya
wabah Covid-19 sehingga memerlukan
penanganan secara cepat, tepat, dan
cermat khususnya dalam penanganan
kesehatan mental masyarakat, agar tidak
terjadi korban yang lebih banyak.

Menurut Profesor Cherie Armour
(Queen University Belfast) dalam Covid-
19 and Mental Health Using What We
Know to Allow Us to Adapt, kondisi pan-
demi sangat meningkatkan risiko
penekanan kondisi mental masyarakat
sehingga mampu menurunkan daya imu-

memenuhi kebutuhan jiwa seseorang.
Kondisi ini menyebabkan masyarakat
hidup secara soliter dan membentuk
karakter apatis serta individualistik.
Selanjutnya, dengan merebaknya infor-
masi hoaks yang terkait Covid-19 melalui
media sosial juga telah meningkatkan ke-
cemasan sosial yang berdampak pada
kesehatan mental masyarakat.

Solusi dari kondisi ini adalah memba-
ngun komunikasi yang sehat melalui digi-
tal platform disesuaikan dengan kondisi
masyarakat beserta pelibatan semua pi-
hak secara proporsional. Selanjutnya
membuat kegiatan edukasi yang positif
terkait Covid-19 beserta pemberian ban-
tuan layanan kesehatan yang tepat guna,
serta pembukaan rumah ibadah sesuai
dengan protokol kesehatan. Hal ini akan
mampu meningkatkan kondisi mental
masyarakat semakin membaik.

Pemerintah memiliki fungsi utama se-
bagai pelindung, pemakmur, dan pem-
bangun ketertiban umum di masyarakat.
Untuk itu hendaknya lebih arif dan bijak-
sana dalam memberikan pelayanan dan
edukasi melalui konstitusi resmi dengan
menyingkirkan arogansi, persekusi, dan
intimidasi pada masyarakat akar rumput.
Membangun sinergitas dengan tokoh
agama dan masyarakat akan mampu se-
cara bersama melawan badai pandemi
Covid-19 di negeri ini. O

memicu rasa cemas dan peningkatan
frustasi yang tinggi pada seseorang yang
mengakibatkan gangguan psikis yang
berdampak pada kinerja bagian vital
tubuh seperti otak, paru-paru, dan jantung
yang mulai semakin melemah. Hal ini
menyebabkan kesulitan tubuh untuk
membentuk antibodi secara alami dan
dapat menimbulkan kematian secara
mendadak.

Sian Beilock (The University of

Chicago) menyatakan, melemahnya ke- Eko Prasetiyo SPd ESp MPd
sehatan mental juga dipengaruhi oleh Guru di Madrasah
adanya penekanan aktivitas sosial dan Muiallimin Muhammadiyah
pembatasan aksesbilitas spiritual dalam Yogya.

Kebijakan Pendidikan Asimetris

PANDEMI COVID-19 semakin mene-
gaskan pentingnya refleksi dan tata
ulang pendidikan kita. Sulitnya memba-
ngun kedisiplinan pada protokol
Kesehatan (prokes) serta kepedulian pa-
da kesehatan dan keselamatan sesame,
menunjukkan tantangan besar dunia
pendidikan dalam membangun karakter.

Yang mencolok adalah kesenjangan
dan disparitas respons masyarakat atas
kebijakan penanganan pandemi. Kondisi
sosial-ekonomi yang beraneka ragam ten-
tu saja menjadi faktor yang berpengaruh.
Namun, pendidikan mestinya dapat men-
cetak warga negara yang dalam situasi
ini secara bersama-sama berwatak
konstruktif agar pandemi segera ber-
akhir untuk kepentingan semua.

Dengan demikian, dibutuhkan reflek-
si untuk menata ulang kebijakan pen-
didikan. Salah satu soal utama adalah
sentralisme kebijakan pendidikan.
Ukuran wilayah dan keragaman
Indonesia seharusnya direspons dengan
kebijakan yang tidak sentralistik.

Kebijakan BOS

Beberapa aspek lebih teknis dapat
dijadikan pelajaran. Pertama, kebijak-
an dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) dengan cara pandang sentralis-
me dapat melembagakan ketidakadil-
an. Satu dekade penulis mengajar di
Kalimantan Utara, terasa sekali ke-
senjangan ‘nilai’ BOS yang besarannya
sama antara disana dengan di Jawa.

Untuk menjangkau wilayah Krayan,
salah satu pulau di Kabupaten Nunukan
Kaltara, transportasi yang tersedia hanya
transportasi udara itupun hanya tiga kali
selama sepekan dari Nunukan, ibukota
Kabupaten. Itupun sudah kemajuan di-
bandingkan dengan sebelum ada subsidi
daerah. Transportasi Krayan-Nunukan
PP hanya sekali sepekan. Di Krayan, se-
cara umum harga-harga bisa lima kali
lebih mahal dibandingkan di Jawa.

Di daerah-daerah dengan kondisi
demikian, maka implementasi kebijakan
yang sentralistis, seragam, ‘standar-
Jakarta’, hampir pasti tidak dapat terim-
plementasikan secara efektif. Problema
yang akan muncul tidak hanya yang be-
rakar dari perbedaan harga atau tingkat

Suharno

kemahalan. Tetapi banyak faktor lain
seperti perbedaan ketesediaan sumber
daya manusia daerah, kesenjangan in-
flastruktur antar daerah, juga menjadi
variabel yang harus diperhatikan bagi pe-
rumus kebijakan di bidang pendidikan.
Kedua, masalah ketidakmerataan se-
baran guru dan sekolah. Menyerahkan
urusan sepenuhnya ke pusat menyulit-
kan distribusi pendidikan sesuai dengan
keragaman kondisi daerah. Menyerah-

kan urusan sepenuhnya ke daerah me-
nyulitkan mobilisasi sumber daya untuk
dipindahkan dari daerah yang berlebih ke
daerah yang kekurangan. Untuk itu kita
sebenarnya bisa meniru beberapa negara
maju, seperti model Rusia, yang menerap-
kan desentralisasi secara parsial. Untuk
urusan pembangunan, pengadaan dan
pemeliharaan hal-hal fisik bisa diserah-
kan ke daerah. Adapun untuk urusan
kurikulum dan guru masih menjadi urus-
an pusat.

Pemerintah mesti mengadopsi kebi-
jakan asimetris di bidang pendidikan.
Penulis sepakat dengan Yudi Latif (2020)
mengenai beberapa prinsip umum kebi-
jakan pendidikan daerah dengan rasio ke-

cukupan, sebaran, dan mutu guru sudah
relatif baik bisa diberikan otonomi luas.
Pemerintah juga bisa memberikan otono-
mi kepada sekolah yang telah memenuhi
standar akreditasi. Pemerintah hanya
menetapkan kerangka dasar dan struk-
tur kurikulum.

Terhadap daerah yang belum meme-
nuhi hal itu, pemerintah pusat masih
harus melakukan tugas-tugas penem-
patan guru, asistensi penyusunan kuriku-
lum, dan peningkatan mutu guru serta
sekolah. Selain itu, pemerintah juga perlu
mendorong atau memberikan insentif
kepada sekolah-sekolah yang ber-
mutu di satu daerah untuk mengem-
bangkan sister school di daerah lain.

Asimetris

Dengan kebijakan dasar yang
bersifat asimetris tersebut, pemerin-
tah diharapkan menjadi generator pe-
merataan kualitas pendidikan, sekali-
gus mengurangi disparitas antardaer-
ah yang terlalu njomplang. Dengan
kebijakan yang lebih tepat, pen-
didikan akan melaksanakan fungsi
dasarnya, yaitu mencerdaskan kehi-
dupan bangsa, dengan optimal.

Pandemi Covid-19 yang berlarut-
larut seharusnya dijadikan momen-
tum untuk pengambilan kebijakan
pendidikan yang tepat, untuk mewu-
judkan ikehidupan bangsa yang cer-
das’. Agar secara struktural dan kul-
tural, bangsa ini memiliki ketang-
guhan kolektif dalam menghadapi
dinamika apapun di masa depan. (I

*)Dr Suharno MSiPengajar
Kebijakan Publik di FIS dan Program
Pascasarjana UNY, Wakil Ketua ICMI
Kabupaten Sleman.
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Menjadikan Prokes sebagai Epidemi Sosial

PANDEMI Covid-19 belum menun-
jukkan tanda-tanda akan berakhir. Di
Indonesia saat ini telah mencapai lebih
dari 500.000 ribu kasus aktif. Di tengah
peningkatan kasus aktif yang begitu
cepat, muncul kekhawatiran akan ter-
jadinya pandemic fatigue di tengah ma-
syarakat.

Menurut WHO (2020), pandemic fa-
tigue atau kelelahan akan pandemi
adalah kondisi seseorang yang lelah
akan ketidakpastian kapan berakhirnya
pandemi. Sehingga mulai abai terhadap
protokol kesehatan untuk pencegahan
penyebaran Covid-19. Kelelahan akan
pandemi ini berbahaya. Karena masya-
rakat menjadi semakin skeptis dengan
kebijakan pemerintah, kurang responsif
terhadap pesan yang disampaikan.
Serta mulai abai dan kurang peduli ter-
hadap protokol kesehatan (prokes).

Gesekan

Tanda-tanda pandemic fatigue tercer-
min dalam situasi PPKM Darurat saat
ini. Contoh terbaru, terjadi gesekan an-
tara masyarakat dengan aparat. Di
berbagai tempat, gesekan tersebut juga
di warnai dengan berbagai tindakan ke-
kerasan dalam penegakan aturan PP-
KM Darurat yang dilakukan oknum
aparat. Kejadian-kejadian tersebut ten-
tu memunculkan sebuah pertanyaan:
pendekatan seperti apa yang tepat di-
lakukan oleh pemerintah dan aparat
ditengah situasi pandemic fatigue?

Pada dasarnya, pemerintah meng-
harapkan perubahan-perubahan yang
bertahap dan beraturan. Dalam konteks
pandemi Covid-19, saat himbauan un-
tuk melakukan prokes muncul, peme-
rintah berharap bahwa hal tersebut bisa
dilakukan masyarakat. Kenyataannya
tidak demikian. Sebagai hal baru, ma-
syarakat tidak pernah benar-benar tahu
mengenai virus ini. Juga belum mema-
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hami bagaimana prokes harus di-
lakukan untuk mencegah penyebaran
virus. Situasi ini diperburuk dengan
menjamurnya berita hoaks dan muncul-
nya klaim-klaim sepihak yang membuat
masyarakat kalut.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah
mengajak masyarakat untuk melaku-
kan adaptasi new normal dengan mela-
kukan 5M (memakai masker, mencuci
tangan, menjaga jarak, menjauhi keru-
munan, serta membatasi mobilitas dan
interaksi). Namun demikian, ajakan
tersebut diwarnai dengan komunikasi
publik yang tidak terkoordinasi dan mi-
nim empati. Bahkan pada praktiknya
pendekatan yang digunakan acapkali
merupakan pendekatan yang represif.

Dalam situasi ini, yang perlu di-
lakukan pemerintah adalah memberi-
kan ruang kepercayaan bahwa masyara-
kat bisa melakukan prokes dan mampu
menjadi agen dalam memutus rantai
penyebaran virus. Komunikasi publik
dan pendekatan yang dilakukan perlu
mengedepankan empati dan

kehidupan sehari-hari. Karenanya,
mindset yang perlu dibangun pemerin-
tah adalah membuat prokes menjadi
epidemi sosial. Daripada memandang
masyarakat sebagai sebuah objek, peme-
rintah perlu memandang masyarakat
sebagai subjek. Lakukanlah komunikasi
publik yang tepat, penuh empati, dan
mudah dipahami oleh masyarakat, serta
gunakanlah pendekatan yang humanis.
Dengan memposisikan masyarakat
menjadi subjek, akan membuat masya-
rakat menyebarkan évirusi kebaikan de-
ngan cara gethok tular ke masyarakat
lainnya secara radikal. Prokes akan mu-
dah dilakukan apabila masyarakat mu-
dah beradaptasi dan menangkap pesan
pemerintah. Selain itu, pemerintah per-
lu berposisi sebagai institusi yang bijak .
Dan aparat yang bekerja di lapangan
berposisi menjadi penghubung dengan
memberikan teladan dan tindakan yang
humanis. Hal demikian akan membuat
prokes menjadi sebuah epidemi sosial. (I
*)Fernandito Dikky Marsetyo,
Staf Departemen Pembangunan
Sosial dan Kesejahteraan Universitas
Gadjah Mada.

rasa kemanusiaan. Peme-
rintah perlu memiliki keyaki-
nan bahwa perubahan sosial
selalu mungkin, bahwa ma-

syarakat dapat mengubah pe-
ri}iaku dan kiyakinaiumeria Pemda DIY tambah nakes pendamping isoman.
begitu menemukan dorongan | ~ Lebih cepat lebih 2:::1{
ang tepat.
yans K(I))munikasi Publik Pelaku bisnis berharap PPKM berakhir.
Pemerintah perlu menya- | = Berharap pula masyarakat taat prokes.
dari betapa mudahnya masya- .

rakat terpengaruh oleh apa
yang dilihat dan didengar.
Juga betapa peka masyara-
kat, bahkan terhadap kejadi-
an-kejadian paling kecil dalam
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